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KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakar. bahwa
keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengin uang
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikin milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersiiout. Di
dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa
perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan iegara,
termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, vang ditetapkan di dalam AFLN dan
APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik' negara
merupakan  bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaal’ dan

pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwia yang
dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atai beban
APBN dan perolehan lairnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainn|a yang
sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan anti'a lain
sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan | utusan

pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintz ) wajib
menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentukl poran
keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangall aset,
hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayain dan
perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam | iporan
keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap mauplih aset

lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut r zliputi
pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam angka
pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menc|takan

pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol,  sistem
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penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemejintah di
dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penglizpusan

(disposal).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Tahunan tahy 1 2020
bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Il :publik
Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan K uangan
Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meninjkatkan

Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

ii
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[. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan terter u yang
dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk wang dal surat
berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negarz (BMN)
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau beratal dari
perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hitah dan

rampasan/sitaan,
Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimilit oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang | umber
dananya berasal dai APBN tertapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Di erah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Mitik Daerah yang terdiri dari :
a. Perusahaan Perseroan, dan
b. Perusahaan Umum.

3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian diiii aset
pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonolli yang
dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diuku! datam
satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperiukan untuk penyeditan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejciah dan

budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarin. Aset
lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimilit untuk
dijual dalam waktu 12 {(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adah aset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk diginakan

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkin aset
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lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun asi!: tetap.
Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebzjai aset
bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarih tidak
wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas aporan

keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa as't tetap
meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jiringan;
Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetip yang
tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos

aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam
pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal idanya
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam “ingkan
pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melakiinakan
Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna 3arang
melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara | IMAK-

BMIN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilak{ inakan
secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Keme terian
Negara/lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawab, juga
memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karéia itu,
keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dar Kuasa

Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.
SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prir ip:

a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-uniangan
dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi berteti:angan
dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ke' ntuan

perundang-undangan.
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e.

f.

Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan kiasifikasi standar & hingga
menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.

Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh
informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.

Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya | aporan

Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarké ) untuk

Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjad Barang

Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA | BMN dalam SAPP
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10.

II. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolziin dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Al ntansi

Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barar: Milik
Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Peri :rintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah N.mor &
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan terakhir diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 3arang

Milik Negara/ Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangin dan

Kinerja instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barar; Milik

Negara/Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Ail3garan

Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akunta si dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelak!anaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Baran: Milik

Negara;
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11

12e

13.

14,

15.

16.

17.

18.

18.

20.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Baral g Milik

Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaatl Barang

Milik Negara;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-42/PB/2014 ' entang

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/%/2008 :anggal
28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permchonan Pengapusan

Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Ri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dil en KN
07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentzig Cara
Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan | aporan

Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan [ asional
Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 !entang

Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang
Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat yang telak diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 90/PMK.(15/2014
dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesic Nomor

247/PMK.06/2014.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tat: Cara

Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tat: Cara

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
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21.

22.

23.

24,

25,

26.

27,

28.

29.

30.

31.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahal Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Per ‘usutan

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Ar' ortisasi

Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusil .

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Ar ortisasi

Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusi .

Peraturan Menteri Keuvangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahin Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tali Cara

Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tat: Cara

Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahin Atas
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 | :ntang

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tat: Cara

Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatau ahaan
Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2017 tentang P¢ loman

Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Perubahil Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Peiloman

Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekd siliasi

BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
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32,

33.

34,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tali Cara

Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah ' isat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahail Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.I15/2014

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahall Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pidoman

Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
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IIT. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelzlsanaan
pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem
Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahunh 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun

2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yar dapat
dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. N enurut
Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara
(BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berd al dari

perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan peroleannya
maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akunt: nsinya
ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebai ai aset

tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau limiliki
untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BM" vyang

memenubhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa n anfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi norma! Kuasa
Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN
yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedul' g dan
Bangunan; Jalan, Irigasi, dan laringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam

Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pem: rintah

digolongkan sebagai aset lain-lain.
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Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup " iasalah

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Bara'g Milik
Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolian dan

pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan 1haksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakal Tanah
vang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanin yang
digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kept nilikan
tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangin yang

berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat perma’ n.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau d|| angun
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam :ondisi
siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang erupa

Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektroit k, dan
seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa n| Miputi:
Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kanior dan
Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatin, Alat
Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Pitduksi,
Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat | eraga,

serta Unit Proses/Produksi.
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D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibandin oleh
pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BNIN yang
termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Insta isi, dan

Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Ji ringan,
yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalan <ondisi
siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpus¢iakaan/
Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, lkan dan Tiiiaman.
Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yalu nilai

renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam pengerjaan adaiah aset tetap yang sedang dalam proses pembal gunan
atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Penierjaan
mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan ji ingan,
dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembanguiannya

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH {HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebu’ harus

diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepelitingan
budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bazunan
Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala {archaeological sites) sepertl candi,
dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap & 'bagai

ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,
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a. Nilai kuftural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secaril penuh

dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secari ketat

pelepasannya untuk dijual;

C. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu [ 2rjalan

walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasut dapat

mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimali udkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimali udkan

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digiinakan,
misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai  ieperti

komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen hekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaa®, suku
cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, baha' baku,
barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan | epada

masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyaraka .
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AR
LAPORAN BARANG MiLIK NEGARA [[ESTENSSERNTR

IV. LAPORAN BMN

4.12. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjal g mulai
dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang / UAKPB) sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instinsi dan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatz! dalam
menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh | 1aupun
yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan peminfaatan
Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMI| tingkat
UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar (epada
Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D {untl k yang
perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku jugd untuk

Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai pe! ediaan
kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuanga ' untuk
mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pelt:belian.
Kemudian data yang sudahsamahasilrekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsilias' fengan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi lengan
KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data {ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuin kerja
vang sudah siap dikirimke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimain ADK
menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu P¢agguna
Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah lengan
bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor /ilayah
VIl Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat

satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA l”
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BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebul di atas
dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Bara'z yaitu

tingkat Kementrian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan pli aturan
Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa
Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat vang telah diubah dengan peraturan [fenteri
Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 dan terakhir diubah dengan peraturan Menteri K\ 1angan
Nomor 247/PMK.06/2014.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Agama Bangil Tahunan tahun 201) telah
dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai iengan

tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Agam Bangil
adalah sebesar Rp 8.136.414,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ASET NILAI RUPIAH |i-

Persediaan 1136414
Tanah 0
PeralatandanMesin 0
Gedung dan Bangunan 0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0
Aset Tetap Lainnya 0
Konstruksi dalam Pengerjaan 0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0
Akumulasi  Penyusutan Gedung dan 0
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Bangunan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan , 0
Jaringan '
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0
Aset tak Berwujud 0
Aset Lainnya 0
Akumulasi  Penyusutan/Amortisasi  Aset 0
Lainnya

Total 1.136.414

Berikut table dan grafik penurunan nilai BMN Tahunan Tahun 2019 dengan T: hunan
Tahun 2020.

TABEL NILAl BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA BANGIL

TAHUNAN TAHUN 2019 DAN TAHUNAN TAHUN 2020

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

NAMA ASET TAHUNANTA 2020 TAHUNAN TA E|.
Persediaan 11.933.309 8‘: 36.414
Tanah 0 0
Peralatan dan Mesin 0 0
Gedung dan Bangunan 0 ‘ 0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan o 0
Aset Tetap Lainnya 0 0
Konstruksi dalam 0 0
Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan 1) 0
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b

Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan
Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan
lalan, Irigasi, dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Lainnya

Aset tak Berwujud

Aset Lainnya

Akumulasi  Penyusutan/
Amortisasi Aset Lainnya

Ekstrakomptabel

Total

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
11.933.309 8.36.414

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA BANGIL

TAHUNAN TAHUN 2019 DAN TAHUNAN TAHUN 2020

(NILAT GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTARBEL}
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4.2.1. ASET TETAP

a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Agama Bangil Tahunan tahun 20{) tidak
mengalami perubahan nilai.

b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Bangil Tahunan taht 2020
tidak mengalami perubahan nilai.

c. Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Agama Bangil Tahunan tahua 2020
tidak mengalami perubahan nilai.

-

d. Nilai Jalan, irigasi, danjaringan pada Pengadilan Agama Bangl T hunan
tahun 2020 tidak mengalami perubahan nilai.

e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Agama Bangil Tahunan tahun 2C 0 tidak
mengalami perubahan nilai.

f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Agama Bangil Tahunan tahun 2C 0 tidak
mengalami perubahan nilai.

g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Bangil Tahunan tahun 201) tidak

mengalami perubahan nilai.

4.2.2. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Agama Bangil Tahunan tahun 2020 terdapat pé: ibahan
nilai sebesar Rp 8.136.414,

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA BANGIL

TAHUNAN TAHUN 2019 DAN TAHUNAN TAHUN 2020

PERSEDIAAN TAHUNAN TA 2019 TAHUNAN TA im

Barang Konsumsi 11.933.309 8.:.';6.414
Amunisi 0 | 0
Bahan Untuk Pemeliharaan 0 0
Suku Cadang 0 0
Pita Cukai, Materai dan Leges 0 0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau 0 0
diserahkan kepada masyarakat

Bahan Baku 0 0
Barang dalam Proses 0 | 0
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0

Persediaan untuk Tujuan Strategis 0
Persediaan Barang Hasil Sitaan 0 ” 0
Persediaan lainnya 0 | 0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1"

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Agama Bangil Tahunan tahul 2020

tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Agama Bangil Tahunan tahun 2020 I:rcapai
keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengart neraca
Keuangan. Berikut table Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Agama Bangil Tahuna'® tahun
2020.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA BANGI.

TAHUNAN TAHUN 2020

NAMA ASET UAKPA vAkpB | Il.

Persediaan 8.136.414 8.136.414
Tanah 0 0
Peralatan dan Mesin 0 0
Gedung dan Bangunan a 0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0
Aset Tetap Lainnya 0 0
Konstruksi dalam 0 0
Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan 0 0
Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan 0 0
Gedung dan Bangunan

Akumulasi  Penyusutan 0 0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan -
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Akumulasi  Penyusutan 0 0
Aset Tetap Lainnya

Aset tak Berwujud 0 0
Aset Lainnya 0 0
Akumulasi Penyusutan/ 0 ‘ 0
Amortisasi Aset Lainnya ‘

Total 8.136.414 8136.414

o
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TAHUNAN TAHUNE020

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

5.2. SARAN

PENGADILAN AGAMA BANGIL w_
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VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Agamil Bangil
tahunan tahun 2020 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam mimbuat
laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung F :publik
Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kenl:ntrian
Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara
keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar "ienjadi
lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat Wajar Tanpa Penge :ualian
(WTP) yang masih diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil | aporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020 bisa dipertdankan
pada tahun 2021 dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam
melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajem n Aset

(BMN] dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan di Bawahny}i

Pengadilan Agarma Bangil I“
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Pendahuluan

a. PDasar Hukum

ik:
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Neg! ra;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Peni2lolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Al intansi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 3arang
Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Pé¢ aturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas P¢ aturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barar| Milik
Negara/Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintal Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan K¢ uangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 3arang
Milik Negara/Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelasanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang 71 itacara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pélaindah
tanganan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kc! efikasi
Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 [2ntang
Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-42/F3/2014
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kenl :ntrian
Negara/Lembaga.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055, (/2008
tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permi( honan
Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agtihg RI;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peratura® Dirjen
KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negarid Dalam
Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pe aturan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tenta' g Cara
Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyisunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Per! nahan
Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun
2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penjusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Puil it yang




CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA !i -

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Ini onesia
Nomor 90/PMK.06/2014 dan terakhir diubah dengan Peraturan lenteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.06/2014.

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tzla Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Ta'a Cara
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perl bahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 | :ntang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada @ Intitas
Pemerintah Pusat.

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tz!a Cara
Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada :ntitas
Pemerintah Pusat.

22, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tzla Cara
Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada :ntitas
Pemerintah Pusat.

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perl bahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 Tental g Tata
Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Nega .

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang T2la Cara
Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perl bahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia | domor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Baraliz Milik
Negara.

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Ta a Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 | :ntang
Penatausahaan Barang Milik Negara,

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2017 tentang P¢ loman
Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Peri bahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 | ntang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Tals Cara
Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Kel angan
Pemerintah Pusat.

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tala Cara
Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keiangan
Pemerintah Pusat.

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Peri bahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia | ‘omor
246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan | 3arang
Milik Negara.

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perl bahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 % :ntang
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Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilall Agama
Bangil yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Ini onesia,
bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

¢. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelapcian atas
periode Tahunan Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN} dan Pelzlsanaan
pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem
Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Talin 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Noilor 171
TFahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusal

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yall:; dapat
dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. |\ enurut
Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bararz Milik
Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban AFI N atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perol: hannya
maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akurlansinya
ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongar sebagai
aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN vang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipalai atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Bl\ N yang
memenuhi kriteria int diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat |1 3ih dari
12 (dua belas) bufan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normi Kuasa
Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunaki1. BMN
yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gec ! ‘ng dan
Bangunan; Jjalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap lLainnya; serta Konstruk: dalam
Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap vang sudah dihentikan dari penggunaan aktif peiierintah
digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, ki bijakan
akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

| Sl
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I11.

Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bangil Tahunan Tahun A ggaran
2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahal an dan
dikelola oleh Pengadilan Agama Bangil.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada | aporan
Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bangil ini adalah sebesar Rp. Ofno! upiah)
yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 0 {no! rupiah) [fan nilai
mutasi yang terjadi selama Tahunan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0 (nol rupiiia). Nilai
mutasi BMN tersebut berasal dari transakst keuangan dan transaksi non keuangan. Mu si BMN
yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang ber: sal dari
perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selan| tahun
berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambalin dan
pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berja i n.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat banii guna
mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri als:
Neraca;

Laporan Barang Persediaan;

Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);

Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

Laporan Aset Tak Berwujud;

Laporan Barang Bersejarah;

Laporan Kondisi Barang;

Laporan Penyusutan;

B8 0 B o oW oE o e

Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada P{gelola

Barang;

10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya  (epada
Pengelola Barang;

11. laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYE )S);

12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

13. Berita Acara Rekonsiliasi {BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Agama Bi1gil;

14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan

15. Arsip Data Komputer {ADK).
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IV.  Ringkasan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2020

1. Saldo Awal Tahunan TA 2020
Nilai BMN per 1 Januari 2020 menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Pel gadilan
Agama Bangil adalah sebesar RpOfnol rupiah) yang terdiri dari nili BMN
intrakomptabel sebesar RpO{nol rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sek: sar Rp.
Ofnof rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara
Mutasi BMN Tahunan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tah.n 2020
sebesar Rp8.136.414 (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu empit ratus
empat belas rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal iebesar
Rp11.933.309 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus & 'mbilan
rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp3 '96.895
(tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembili 1 puluh
lima rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian Saldo Awal (Rp.) Mutasi {(Rp.) Saldo . hir (Rp.)

Barang Konsumsi 11.933.309 3.796.895 8.136.414
Amunisi 0 0 0
Bahan Untuk Pemeliharaan o 0 0
Suku Cadang 1] 1] o
Pita Cukai, Materai dan Leges 0 o 0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual i 2
1}

atau diserahkan kepada masyarakat

Bahan Baku 0 4] 0
Barang dalam Proses [s] [1] 0
Persediaan untuk Tujuan Strategis 0 0 0
Persediaan Barang Hasil Sitaan (1] 0 (1]
Petsediaan lainnya 0 0 0

11.933.309 3.796.895 ,8‘135.414
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Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah ebesar
RpO (nol rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi ruszl senilai
RpO (nol rupich} dan kondisi usang senilai Rp0 (no! rupiah).

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agami Bangil
tahunan tahun 2020 adalah sebesar Rp0 (nof rupiah). lumiah tersebut tel ' iri dari
saldo awal tanah seluas 0 m’ dengan nilai sebesar RpO {nol rupiah), mutasi
tambah seluas Om® dengan nilai sebesar Rp0 (nof rupiah),mutasi kuratl; 0 m>
dengan nilai sebesar RpO (nof rupiah).

Mutasi tambah Tanah tersebut meliputi:

Ins. Tran. Uraian Intrakomptabel [R

o=

Mutasi kurang Tanah tersebut meliputi:

Ins. Tran. Uraian Intrakomptabel {R-

¢. Peralatan dan Mesin
Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna 1! hunan
Pengadilan Agama Bangil tahunan tahun 2020 adalah sebesar RpO (nof | ipiah),
jumlah tersebut terdirt dari saldo awal sebesar RpO (nol rupigh), mutasi lambah
sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (nol rupiah).

1) Alat besar {3.01)
Tidak ada barang berupa alat besar pada Pengadilan Agama Bangil.

2} Alat Angkut (3.02)
Tidak ada barang berupa alat angkut pada Pengadilan Agama Bangil.

3) Alat Bengkel (3.03)
Tidak ada barang berupa alat bengkel pada Pengadilan Agama Bangil.

4) Alat Pertanian {3.04)
Tidak ada barang berupa alat pertanian pada Pengadilan Agama Bangil..

5) Alat Kantor {3.05)
Tidak ada barang berupa alat kantor pada Pengadilan Agama Bangil.

6) Alat Studio (3.06)
Tidak ada barang berupa alat studio pada Pengadilan Agama Bangil.

7) Alat Kedokteran (3.07)
Tidak ada barang berupa alat kedokteran pada Pengadilan Agama Bang |

I
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8] Alat Laboratorium (3.08)
Tidak ada barang berupa alat laboratorium pada Pengadilan Agama Bal zil.

9) Alat Persenjataan (3.09)
Tidak ada barang berupa alat persenjataan pada Pengadilan Agama Ba' zil.

190) Komputer (3.10)
Tidak ada barang berupa komputer pada Pengadilan Agama Bangil.

11) Alat Eksplorasi (3.11)
Tidak ada barang berupa alat peksplorasi pada Pengadilan Agama Bang, |.

12} Alat Pengeboran (3.12)
Tidak ada barang berupa alat pengeboran pada Pengadilan Agama Bari| il.

13} Alat Produksi {3.13)
Tidak ada barang berupa alat produksi pada Pengadilan Agama Bangil.

14} Alat Bantu Eksplorasi {3.14)
Tidak ada barang berupa alat eksplorasi pada Pengaditan Agama Bangi

15) Alat Keselamatan Kerja (3.15)
Tidak ada barang berupa alat keselamatan kerja pada Pengadilan Agama
Bangil.

16) Alat Peraga (3.16)
Tidak ada barang berupa alat peraga pada Pengadilan Agama Bangil.

17) Peralatan Proses Produksi (3.17)
Tidak ada barang berupa alat proses produksi pada Pengadilan Agama | angit.

18) Rambu-rambu {3.18)
Tidak ada barang berupa rambu-rambu pada Pengadilan Agama Bangil.

19} Alat Olahraga (3.19)
Tidak ada barang berupa alat olahraga pada Pengadilan Agama Bangil.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi
Uraian Nilai Perolehan

Penyusutan
1. 3.01 Alat Besar o o 0
2. 3.02 Alat Angkut 1] 0 0
3. 3.03 Alat Benghel 0 [} [1]
4, 3.04 Alat Pertanian o o [+]
5. 3.05 Alat Kantor 0 0 0
6. 3.06 Alat Studio o 1] 0
7. 3.07 Alat Kedokteran o 0 | 0
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8. 3.08 Alat Laboratorium 0 o 0
9. 3.09 Alat Persenjataan 0 o] 0
I
10. 3.10 Komputer 0 1] D
11. 3.1% Alat Eksplorasi 0 o 1 [
12. 3.12 Alat Pengeboran 0 0 . 4]
13. 3.13 Alat Produksi 0 o ‘ 0
14. 3.14 Alat Bantu Eksplorasi 0 [¢] ‘ 0
15. 3.15 Alat Keselamatan Kerja 0 (] 0
16. 3.16 Alat Peraga 0 o ; 0
17. 3,17 Peralatan Proses Produksi 0 0 ‘ 0
i8. 3,18 Rambu-rambu 0 0 1]
15, 3.19 Alat Glahraga 0 0 | 0

d. Gedung dan Bangunan
Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pelizadilan
Agama Bangil Tahunan Tahun 2020 adalah sebesar Rp0O {nol rupiah), jumlah
tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (nof rupiagh), mutasi tambah ' ebesar
RpO (nof rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0O {nof rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai b rikut:

1) Bangunan Gedung (4.01)
Tidak ada gedung dan bangunan berupa bangunan gedung pada Pelizadilan

Agama Bangil.

Z2) Monumen (4.02)
Tidak ada gedung dan bangunan berupa Monumen pada Pengadilan Ag ima
Bangil.

3) Menara {(4.03)
Tidak ada gedung dan bangunan berupa menara pada Pengadilari Agama
Bangil.

4) Tugu Titik Kentrol/Pasti (4.04)
Tidak ada gedung dan bangunan berupatugu titik kontrol/ pas: pada
Pengadilan Agama Bangil.
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Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian Nilai Perolehan Nit ¥l Buku

Akumulasi Penyusutan

4.01 Bangunan Gedung

2.  4.02 Monumen 1] 0 | 1}
|

3. 4.03 Menara ] ¢ L ]

4. 4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti o o 4]

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Saldo lJalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pingguna
Pengadilan Agama Bangil tahunan tahun 2020 adalah sebesar RpO (nol wpigh),

jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (no! rupiah), mutasi ;ambah
sebesar RpO fnol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (nol rupiah).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah :ebagai
berikut :

1} Jalan dan jembatan (5.01)
Tidak ada jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan dan jembatih pada
Pengadilan Agama Bangil.

2} Bangunan Air {5.02)
Tidak ada jalan, irigasi, dan jaringan berupa bangunan air pada Pel gadilan

Agama Bangil.

3) Instalasi {5.03)
Tidak ada jalan, irigasi, dan jaringan berupa instalasi pada Pengadiiaii Agama

Bangil.

4) Jaringan (5.04)
Tidak adz jalan, irigasi, dan jaringan berupa jaringan pada Pengadilal| Agama

Bangil.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan “Nai Buku
1.  5.01)alan dan lesnbatan ] 0 } 0
2. 5.02 Bangunan Air 4] 0 | 0
3.  5.03 instalasi 4] 0 ( 0
|
4,  5.04 Jaringan 0 0 ‘ 0
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f. AsetTetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pe| zadilan
Agama Bangil tahunan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0 (no/ rupiah), jumlah
tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah ebesar
RpO (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0 {nol rupiah).

1) Bahan Perpustakaan (6.01)
Tidak ada aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan pada Pe' 3adilan
Agama Bangil.

2) Barang Bercorak Kesenian (6.02)
Tidak ada aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenial pada
Pengadilan Agama Bangil.

3) Hewan (6.03)
Tidak ada aset tetap lainnya berupa hewan pada Pengadilan Agama Bal gil.

4) Ikan (6.04)
Tidak ada aset tetap lainnya berupa ikan pada Pengadilan Agama Bang |

5) Tanaman (6.05)
Tidak ada aset tetap lainnya berupa tanaman pada Pengadilan Agama [langil.

6) Aset Tetap dalam Renovasi (6.06)
Tidak ada aset tetap lainnya berupa aset tetap dalam renova: pada
Pengadilan Agama Bangil.

Akumaulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian Nilai Akumulasi

Perolehan Penyusutan
1.  6.01 Bahan Perpustakaan 0 0 ]
2.  6.02 Barang Bercorak Kesenian 0 Q o]
3. 6.03 Hewan 1] 0 0
4. 604 Jkan 0 o o
5.  6.05 Tanaman 0 0 i 0
6.  6.06 Aset Tetap dalam Renovasi 0 0 | 1]

Total |

g. Konstruksi dalam Pengerjaan
Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pe¢ gguna
Pengadilan Agama Bangil tahunan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0 (nol | ipiah),
jumlah tersebut terdiri dari saido awal sebesar Rp. 0 {nof rupiah}, mutasi lambah
sebesar Rp. 0 {nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (no! rupiah) .

Rk
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Mutasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

(ETED Nilai (Rp)

Uraian Nilai (Rp)

h. Aset Lainnya
Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilar Agama
Bangil tahunan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupich), jumlah | 'rsebut
terdiri dari saldo awal sebesar Rp. O (nof rupiah), mutasi tambah sebesii Rp. O
(nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 {(nof rupiah).

1) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Tidak ada aset lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketila pada
Pengadilan Agama Bangil.

2) Aset tak Berwujud
Tidak ada aset lainnya berupa aset tak berwujud pada Pengadilar Agama
Bangil.

3} BMN yang dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintall
Tidak ada aset lainnya berupa BMN yang dihentikan penggunaany) dalam
operasional pemerintah pada Pengadilan Agama Bangil.

Akumulasi Penyusutan BMN yang Dihentikan penggunannya dalagh
Operasional Pemerintahan

Uraian Nilai Akumulasi N i Buku

Perolehan Penyusutan

1. BMN yang Dihentikan Penggunannya dalam 0 0 D

Operasjonal Pemerintahan

-
il

i. BMN berupa Aset Bersejarah
Saldo BMN berupa aset bersejarah pada laporan Barang Kuasa Pliigguna
Pengadilan Agama Bangil tahunan tahun 2020 adalah sebanyak 0 unit jumlah
tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebeszi Rp. 0
unit, dan mutasi kurang sebesar 0 unit.

|
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3. Barang Milik Negara
a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agami Bangil
Tahunan Tahun 2020 adalah sebesar Rp O (nof rupiah). Nitai BMN ¢ naksud
disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaall Tanah,
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, A¢it Tetap
Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian ! =bagai
berikut:

URAIAN NERACA INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

Aset Lancar
Persediaan 8.136.414 4] 81361 |4
Sub Jumiah 8.136.414 [ 8136 4
Aset Tetap
Tanah 0 0 0
Peralatan dan Mesin 0 0 1]
Geduhg dan [+] 0 o
Bangunan
lalan, lrigasi, dan o 0 i}
Jaringan
Aset Tetap Lainnya 1] 1] 0
Konstruksi dalam 1] 0 0
Pengerjaan
Sub Jumlah 0 0 D
Aset Lainmya
Kemitrazan dengan Pihak 4] 0 0
Ketiga
Aset tak Berwrijud 0 0 0
Aset yang dihentikan 0 o 0
dari pengguraan

| 3
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operasional pemerintah
Total 8.136.414 1] 8136/ 14

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Piigguna
Pengadilan Agama Bangil Tahunan Tahun 2020 per perkiraan Neraci adalah
sebagai berikut :

URAIAN NERACA INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

Aset Tetap

Peralatan mesin 0 0 D
Gedung dan Bangunan [1] [ 0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0 0

Aset Tetap Lainnya

Aset 1ainmya 0 0 Q
Kemitraan dengan pihak ketiga
Aset yang dihentikan dari penggunaan 0 0 0

operasional Pemerintah

Total a 4} 1]

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan 'aporan
keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bangil
Tahunan Tahun 2020 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET LAPORAN BARANG LAPORAN KEUANGAN 5{
i

Persediaan 8.136.414 8136414 0
Tanah 0 0 0
Peralatan dan Mesin 1] 0 0
Gedung dan Bangunan 1] [+] 0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0 0
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Aset Tetap Lainnya o 0 | (]
Konstruksi dalam Pengerfaan ¢ 0 ]
Aset tak Barwujud o [ 1]
Aset Lain-lain )] [} 0
Total 8.136.414 8.136.414 1]
V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN
Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakoli ptabel)
selama 5 (lima) periode iaporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NILAI BMN PERKEMBANGAJ

PERIODE PELAPORAN

1  Semester | Tahun 2019 0 1] 0
2 Semester Il Tahun 2019 0 0 0
3 Tahunan Tahun 2012 0 [ 0
4 Semester | Tahun 2020 0 0 0
o Tahunan Tahun 2020 0 0 0

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN
Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporar Barang
Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bangil tahunan tahun 2020 adalah ;ebagai
berikut :

|

URAIAN SUDAH DITETAPKAN BELUM DJTE[
STATUS PENGGUNAAN STATUS PENG}

1  Tanah 0 o
2 Peralatan dan Mesin 1] 0
3 Gedung dan Bangunan 1] 0
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 1]




CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Jl} -

5

Aset Tetap Lainnya

Jumlah

b. Pengelolaan BMN

Dalam proses
pengajuan
permohonan ke

pengguna harang

Dalam proses
pengajuan
permohonan ke

pengelola barang

Dalam proses
pengelola barang

Selesai di pengeloia
barang

a.Dikembalikan

b. Ditolak

c.Disetujui

Dalam proses tindak
lanjut Pengguna
Barang/Kuasa
Pengguna Barang

Telah diterbitkan
keputusan dari
pengguna barang

Tindak Jlanjut oleh
Kuasa Pengguna
Barang

Selesai Serah Terima

PENGGUNAAN

PEMANFAATAN

JUMLAH

o 0
0 1]
0 0
0 0
(4] a
0 0
1] 0
0 4]
0 0
a 1]
0 0
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TAHUNAN TAHUN 202

C. Pengelolaan BMN Idie

URAIAN

1 fumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN idle 0
2 Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola 0
3 Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola 0
4 Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna 0
5 Selesai serah terima kepada pengelola 0

Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapuflannya
kepada Pengelola Barang

a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola
Barang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelol | barang
Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agami Bangil
tahunan tahun 2020 adalah sebesar Rp0,-.

NO PERKIRAAN NERACA NILAlI PEROLEHAN

b. Daftar barang dengan Kondisi rusak berat yang telah djisulkan
penghapusannya kepada pengelola barang
Nilai BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghap!sannya
kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pingguna
Pengadilan Agama Bangil tahunan tahun 2020 adaiah sebesar Rp0

NILAI NILA

PERKIRAAN NERACA PEROLEHAN
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. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalzhan yang perlu disampaikan terkait dengan pelalsanaan
Penatausahaan dan Pengelolaan BMN ;

. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Mafhlah
Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN
langkah-langkah strategis yang perlu ditakukan antara lain sebagai berikut :

7

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pell ;guna
Semesteran Pengadilan Agama Bangil
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Hat : 1

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
UAPPB-W : JAWA TIMUR
LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020
TAHUN ANGGARAN :2020
UAKPB : PENGADILAN AGAMA BANGIL
KODEUAKPB  : (005040500401442000KD
NIEAT
KODE A
G UEARN PER 31 DES | MBER 2024
117111 BARANG KONSUMSIT
1010399999 | AL AT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA 8,136.414
Q00008 | - Register Swrat Kuasa Khusus 80,344
000021| - Buku Register Gugatan Sederhana Ekonomi Sya'riah 89,925
000022 | - Formulir Akta Cerai 7,920,493
(00023 - Buku Register Konsyinyasi 36,652
Junlah 8,136,414
Keterangan:

1. Persediaan senilat Rp. .- dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 4,- dalam kondisi usang.

Disetujui tanggal : 30 Desember 2020

Petugas
Kag

Yis Andispd, S.Sy., S.H.
199006292012121001
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PENGADILAN AGAMA BANGIL

JI. RAYA RACI- BANGIL Telp. 0343741552 Fax. 0343745202
Website : www.pa-bangil.go.id Email : pa.bangil @gmail.com
BANGIL - PASURUAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Nomor : W13-A12/3036/PL.07/12/2020
Per 30 Desember 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh,

kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan opname fisik barang
persediaan pada Satker Pengadilan Agama Bangil dengan jumlah persediaan sebesar
Rp. 8.136.414,- dengan rincian sebagai berikut :

Nama Satker : Pengadilan Agama Bangil
Kode Satker 1401442
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
UAPPB-E1 : Badan Peradilan Agama MARI
No Jenis Barang Jumlah Satuan Keti:rangan
1 [Register Induk Perkara Gugatan 42 Buku Konc.i ;i Baik
2 |Register Induk Perkara Permohonan Volunteer 2 Buku Koncf si Baik
3 | Register Permohonan Banding 1 Buku Konc“ 5i Baik
4 |Register Peninjauan Kembali 1 Buku Kon(“ 5i Baik
5 JRegister Penyitaan Barang Bergerak 1 Buku I(oncﬂ 51 Baik
6 |Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak 1 Buku Konc” 51 Baik
7 |Register Surat Kuasa Khusus 2 Buku Konc l si Baik
8 |Register Akta Cerai 4 Buku Konfi. 51 Baik
9 |Buku Jurnal Keuangan Perkara 44 Buku Kon(‘i 51 Baik
10 |Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi 1 Buku Kon(i. si Baik
11 |Buku Jurnal Keuangan Perkara PK 1 Buku Kon(i. 5i Baik
12 |Buku induk Keuangan Perkara 2 Buku Kont‘; si Baik
13 |Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi 1 Buku Kom; si Baik
14 |Buku Hak-hak Kepaniteraan (PNBP) 2 Buku Kom; 51 Batk
15 |Buku Hak-hak Kepaniteraan Lainnya 2 Buku Konl‘ib si Baik
16 |Buku Register Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah i Buku Kon;%; s5i Baik
17 |Formulir Akta Cerai 45 Buku Kon:;\' 5i Baik
18 |Buku Register Konsyinyasi 1 Buku Kom:; 51 Baik




21 JAmplop dinas kecil 1 Buah Kondigi Baik
22 |Sabun mandi nuvo 1 Buah Kondig | Baik
23 |Hand soap botol 1 Buah Kendi¢ | Baik
24 |Refil Parfum 2 Buah Kondig | Baik
25 [Pengharum ruangan gantung 3 Pcs Kondizj Baik
26 |Baterai Besar 6 Pcs Kondit | Baik

Petugas Opname Barang

Yis Andispa, S.5y., S.H.

Chalimah, S.H.

Muhammad Nashiruddin Darajat, S.Kom

Moh. Muhyidin, S.H.
NIP. 19670120 199203 1 002
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Laporan Posisi BMN Iin

Keuangan Pada Nerd§a




NERACA

Kode Lapt an: LSAIKB
TINGKAT SATUAN KERJA Tanggal T 31/12/2020
PER 31 DESEMBER 2020 Halamargl L
{DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI . 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROPINSI : 0500 JAWA TIMUR
SATUAN KERJA 1 401442 PENGADILAN AGAMA BANGIL
JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH
NAMA PERKIRAAN JUINLAH
1
ASET
ASET LANCAR
Persediaan 8,136,414
JUMLAH ASE:[ 7LANCAR 8,138,414
JUMLAH ASET 8,136,414
h R e § -~ - o
EKUITAS -
Ekuitas 8,136,414
JUMLAH EKUITAS 8,136,414

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

8,136,414




MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

JAWA TIMUR

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA

POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA UAKPB : 005.04.05.401442.000 PENGADILAN AGAMA BANGIL

Tanggal 31-12-2020
Halaman 1
Kode Lag  LBAPKS

]

AKUN NERACA JUME S H
KODE URAIAN
1 2 3

117111 Barang Konsumsi

8,136,414

8,136,414
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PENGADILAN AGAMA BANGIL

Jalan Raya Raci, Bangil, Pasuruan
Web: www. pa-bangil.go.id
KABUPATEN PASURUAN

BERITA ACARA REKONSILIASI
INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
Nomor : W13-A12/ 3% /OT.01.2/1/2021

I —————E——

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Satu bertempat di Kantor Peny idilan Agama
Bangil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

L

1L

Nama : Chalimah, S.H.
NIP 1 19760429 201405 2 001
Jabatan . Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggungjawab Unit Akuntasi Kuasa Pengglna Anggaran
{(UAKPA) Pengadilan Agama Bangil BA 005.04.0500.401442 KD, untuk selanjutnya disebut Plaak Pertama,

Nama : Yis Andispa, S.Sy., S.H.
NIP : 19900629 201212 1 001
Jabatan : Petugas Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggungjawab Unit Akuntasi Kuasa Per| guna Barang
(UAKPB) Pengadilan Agama Bangil BA 005.04.0500.401442 KD, untuk selanjutnya disebut Pil ak Kedua,

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingku)! internal Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Pengadilan Agama Bangil @ Jlengan cara
membandingkan data BMN pada Laporan Unit Kuasa Pengguna Barang yang disusun oleh unit a| intasi barang
dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh Unit Pel bantu Kuasa
Anggaran untuk periode Tahun Anggaran 2020, dengan hasil sebagai berikut ;

1. Hasil Rekonsiliasi Data BMN :
No Akun Neraca Nilai BMN Periode Tahun 2020 |
Saldo Awal Mutasi _ Saldo Akhir

() 2 3 ) R ECINC)
1 POSISTBMN DINERACA 11.933.309 -3.796.895] 8.136414
A |ASETLANCAR 11.933,309 -3.796.895( | 8.136.414
1{Kas di Bendahara Pengeluaran 0 of | 0
2] Persediaan 11.933.309 -3.796.805 8.136.414
B _|ASET TEIAP 0| . 0
1| Tanah 0 0 ¢
2| Peralatan dan Mesin 0 0 0
3| Gedung dan Bangunan 0 0 0
4|Jalan, Irigasidan Jarmgan 0 0 0
3|Aset Tetap Lainnya 0 0 0
6|Kontruksi Dalam Pengerjaan 0 0 0
7} Alummlasi penyusutan Aset tetap 0 0 0
C _|ASET LAINNYA 0 ¢ 0
1}Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0 0 0
2}Aset Tdak Berwujud 0 0 0
3|Aset Lain-laim 2) 0 0 0
4} Akumulasi peny usutan Lainnya { 0 0
I BMN NONNERACA 0 ] 0
A |EKSTRAKOMPTABEL 0 0 0
1{BMN Ekstrakoniptabel 0 0 0
2{Akum penyunsutan Fkstrakomptabel 0 0 0
B [BPYBDS 0 0 0
C |BARANGHILANG 0 0 0
D |BARANGRUSAKBERAT 0 0 0
TOTAL (I+1h 11.933.309 -3.796.895| | 8.136.414

D
2

Nilai tmuttarsi Persediooan yong disagikon berupa selisik antara saldo akhir dan saldo awad Persedioan

Nilai yomg disajikan hanya nilai Aset Tetap yang tidak digumakan dalam kegiatan operasional pemeriniah dan asei lain-lain berupa || N




Ii. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP d ajikan dalam
Lampiran Berita Acara ini. Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara in

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP | eriode Tahun
2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestifl ra.

Petugas Unit Akuntansi Kuasa Petugas Unit Akunl isi
Kuasa Pengguna Ang| aran

O

imah, §.H,
60429 201404 2 001

NIP.

Mengetahui,




k-~

e, L 'I}ANDA TANGA‘N A
LAMPIRAN BERITA ACARA
TAHUN /202
REKONSILIASI INTERNAL
an Barang i
AV 4
ITL. UNIT ORGANISASI
1. Kode 005 — 04 - 0500 401442- KD
2. Nama : PENGADILAN AGAMA BANGIL
1V, SALDC AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN I

NO | PERKIRAAN NERACA SAK SIMAK-BMN KESEPAKA | \N
-1 -2 -3 -4 -3 ﬂ
I POSISI BMN DI NERACA 11.933.309.,- 11.933.309.,- 11 33.309.,-
A ASET LANCAR 11.933.309 - 11.933.309,- 1 | 133.309,-
1 Persediaan 11.933.309,- 11.933.309,- 1 ” 133.309,-
B ASET TETAP 0, 0,- H 0,-
1 Tanah Q.- Q.- 0,-
2 Peralatan dan Mesm Q.- 0,- 0,-
3 Alrm. Penyusuitan 0,- 0,- 0,-
4 Gedung dan Bangunan 0.- 0. 0.-
5 Akum. Penyusutan 0,- Q.- 0,-
6 Ingasi Q,- 0.- 0,-
7 Ak, Penyusutem 0,- 0.- 0.-
8 Asei Tetap Lainnya 0.- .- 0.~
G Akum. Pervusutan 0,- G,- 0.-
10 Konstruksi Dalam Pengerjaan G.- .- 0.-
c ASET LAINNYA 8,- 0,- 0,-
1 Kemitraan Iengan Pihak Ketiga 0,- 0.~ -
2 Aleum. Penyusnien Q,- 0,- Q.-
3 Aset Tidak Berwujud 0,- 0,- 0,
4 Asel Lain-lain *) 0,- 0.- 0,-
5 Akum. Penyusutan lainrya 0,- 0.- 0,-
11 BMN NON NEARACA 0,- 0,- 0,
A EKSTRAKOMPTABEL 0,- 0, 0,-
1 BMN Ekstrakomptabel 0,- 0,- 0.-
2 Aloum. Peryusutan 0,- 0,- 0,
B BEDYRBDS 0, D,- 0,-
C BARANG HILANG 0, 0, 0,-
D BARANG RUSAK BERAT 0,- 0, 0,-

TOTAL (I+11) 11.933.309,- 11.933.309,- 1i 33.309,-

Y Nilai yang disajikan hanya nilai asset tetap vang tidak digunaleor dalam kegiatum operasional pemerintah den asset lain-lgin berupa | N




V.DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

KOREKSI

SALDO | WAL

NO PERKIRAAN NERACA, SALDOAWAL

SEBELUM KOREKSI TAMBAH KURANG SETELAH | OREKSI

(” 2 @ 4 ®) ®= -3
I POSISI BMN DI NERACA 11.933.309.,- 0, By~ 133309,
A ASET LANCAR 11.933.309,- 0.~ 0,.- ll\- 933.309,-
i Kas di Bendahara Pengeluaran 11.933.309,- 0,- Q.- l " 933.309,-
2 Persediaan 11.933.30%..- 0.- 0.- 1. 33.309.,-
B ASET TETAP 0,- 0, .- o,
1 Tanah 0,- 0,- 0.- 0,-
2 Peralatan dan Mesin 0,~ 0,- 0,- 0,-
3 Akum. Penvusutan Q.- 0,- 0.- (12
4 Gedung dan Bangunan Q.- 0,- 0.- 0.-
3 Alum. Pervyusutan 0,- Q.- G- 0.-
6 Irigasi 0,- 0.- 0. G,-
7 Akum. Peryusutan 0,- Q.- 0. .-
8 Aset Tetap Lainnya 0.- Q.- 0,- 0,-
9 Akum. Penyusutan Q.- 0,- 0,- 0,-
10 Konstruksi Dalam pengeriaan Q.- 0.- 0.~ 0,-
C ASET LAINNYA - 0,- 0, 0,
1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0,- 0,- 0,- 0,-
2 Alam. Pemyusutom 0,- 0~ 0,- 0,-
3 Aset Tidak Berwujud 0,- 0~ 0.~ Il 0.~
4 Aset Lam-lain *) 0,- 0,- 0,- 0,-
3 Akum. Penpusuran 0.- 0.- 0.- O
I BMN NON NEARACA 0, 0,- 0, 0,-
A EKSTRAKOMPTABEL 0~ 0.~ 0,- 0,
1 BMN Ekstrakomptabel 0.- 0.- 0.- 0,-
2 Akum. Penyusutan 0,- 0,- 0,- ” 0,
B BDYBDS 0,- 0,- 0,- 0,
C BARANG HILANG 0, 0, 0,- 0,-
D BARANG RUSAK BERAT 0, 0, 0,- 0,-
TOTAL (I+11) 11.933.309.,- 0,- 0.- 1 133.309..-

) Nilai yang disajikan hanye nilai asset tetap vang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan asset lain-lain ben | a BMN

i




LAMPIRAN BERITA ACARA im L TANDATANGAN |, I PERIO| £
)
REKONSILIASI INTERNAL ( TAHUN /2020
K gan ng
TI1 UNIT ORGANISASI I
1. Kode 005 — 04 — 0500 — 401442 -KD
2. Nama PENGADILAN AGAMA BANGIL
VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN |
NO PERKIRAAN NERACA BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL TOTA
{1 @ (3) (5}

I POSISI BM DI NERACA 0,- 8.136.414,- 8.1 !i ndld,-

A | ASET LANCAR 0,- 8.136.414.- 8.1 3 414,

1 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,- 0,- | 0,-

2 Persediaan 0.- 8.136.414,~ 8.1 ‘> 414.-
B | ASET TETAP 0,- 0,- " 0,

1 Tanah 0,- 0,- Q.-

2 Peralatan dan Mesin 0,- 0. 0,-

3 Geding dan Bangunan 0,- 0.~ 0,-

4 | brigasi 0- 0. 0,-

5 | Aset Teiap lainnya 0- 0, 0~

6 Konstuksi Dalam Pengerjaan 0, 0,- 0.-
C ASET LAINNYA 0,- 0, 0,

1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0,- 0,- 0.-

2 Aset tidak Bervujud 0.- 0,- [ 0.-

3 Aset lain-lain *} 0.- 0.- 0.-
II | BMN NON NERACA 0,- i, 0,-
A | BMNEKSTRAKOMPTABEL 0, 0,- G.-
B BDYBDS 0.~ 0, -
TOTAL (1 +1I) 0- 8.136.414,- 818 414,




VIL DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH BMN

NO PERKIRAAN NERACA JENIS TRANSAKSI KUANTITAS NIL
m ()] &) C)] &)
1
N I H I
TOTAL
B. MUTASI KURANG BMN
NO PERKIRAAN NERACA JENIS TRANSAKSI KUANTITAS NI T
(&) ) (3) (4) &
1
N I H i
TOTAL
C. PENYUSUTAN BMN
NO PERKIRAAN NERACA JENIS PENYUSUTAN KUANTITAS NIL AT
) (2) (3) (43 (5
1 Peralaton den Mesin Penyusutan pertama kali 0 Q.-
Penyusutan Transaksional 0 0.-
Penyusutan reguler 0 0,-
2 Gedung dan banguan Penyusutan pertama kali o 0,-
Penyusutan Transaksional 0 0,-
Penyusutan reguler 0 0,-
3 Jalan, irigasi dan Jaringan Penyusutan periama kali o} 0,-
Penyusulan Transaksional 0 0,-
Penvusuten reguler 0 0,-
4 Aset Tetap Lainnya Penyusutan pertama kali a 0.-
Penyusutan Transaksional { 0,
Penyusnian reguler 0 0,-
5 BMN Ekstrakomptabel Penyusutan pertama kali 0 0,
Penyusutan Transakstonal 0 0,-
Penyusutan regular 0 0.-
TOTAL 0 0,




VII. PENERIMAAN BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolassi BMN pada
periode Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 0.

X PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
- Saldo awal periode Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat selisih antara penyajiz'| nilai BMN
menurut LBKP dan LKKL.



BERITA ACARA AKURASI DATA
BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM
SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA BANGIL.

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Satu telah dilakukan akurasi data antara Bagian | uangan dan Bagian
Umum Satuan Kerja Pengadilan Agama Bangil (401442) dengan rincian per akun neraca untuk periode tahun Dua Rili dua Puluh sebagai

berikut :

{dalam satuan rupiah)

URAIAN NERACA SAIBA NERACA SIMAK- SELISIH
BMN |

ASET LANCAR 8.136.414 8.136.414 !

Kas di Bendahara Pengeluaran - - -
Persediaan 8.136.414 8.136.414 -
ASET TETAP '

Tanah = R

=
o}

Peralatan dan Mesin = . _

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - -

Gedung dan Bangunan = 2

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - -

Irigasi - - -

Akumulasi Irigasi = -

Aset Tetap Lainnya H = =

Konstruksi Dalam Pengerjaan - - B =
ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud = - 5 -
Aset Lain-Lain - . -
Kerjasama dengan Pihak Ketiga - - =

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi

pemerintah
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak

digunakan dalam operasi |
Total Neraca 8.136.414 8.136.414 -

B lwiRlmlo|jlwlo|<N[ojVlR]WIN][= TN -]

u

Qperator

imah, S.H.
P. 19760429 201405 2 001







BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor: BAR-141838/WPB.15/KP.032/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh $itu telah
diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara PENGADILAN AGAMA BANGIL
(401442) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengd Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara MALANG, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan sella Neraca

sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2020.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan
Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusi (SIiAP).
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasiinya dituangkan dalam Be :a Acara
Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No. _ Uraian SIAP SAIL_ Per xdaan |
1 | Pagu Belanja 59,000,000 50,000,000 0
2 | Belanja 58,974,000 58,874,000 ]
3 | Pengembalian Belanja 0 0 0
4 | Estimasi Pendapatan 217,459,000 217,452 000 0
5 | Pendapatan Bukan Pajak 268,171,500 268,171,500 0
6 | Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak 0 0 0
7 | Pengembalian Pajak 0 0 0
8 | Mutasi Uang Persediaan 0 0 0
9 | Kas di Bendahara Pengetuaran 0 0 Y
10 | Kas pada Badan Layanan Umum 0 0 0
11 | Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 | Pengesahan Hibah Langsung 0 0 0

Barang/Jasa/Surat Berharga

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dar lampiran
lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yzi,g masih
ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan setiigaimana
mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara, An. Kuasa Pengguna Arl jgaran,

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Jabatan Belum Dire'am

Nama Belum Direkam Nama Belum Direki m

NIP Belum Direkam

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah




Laporan Hasil Rekonsiliasi
UAKPA: PENGADILAN AGAMA BANGIL (401442)

Lampiran |

Berita Acarz ekonsiliasi

Nomor: BAR-141838/\WPB. 15/ | 2.032/2020
Tanggal = 06/01/2021

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAYSA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun ¢ 1ggaran
2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Pagu Anggaran
SiAP : 59,000,000
SAI/SA-BUN @ 59,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

. Estimasi Pendapatan

SiAP 217,459,000
SAIFSA-BUN  : 217,459,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

. Laporan Realisasi Belanja

SiaP . 58,974,000
SAIISA-BUN  : 58,974,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

. Pengembalian Belanja

SiAP - 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SIAP . 268,171,500
SAI/SA-BUN © 268,171,500

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SA/SA-BUN.

. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP :0
SAlSA-BUN : O

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

. Pengembalian Pajak

SIAP 10
SAIFSA-BUN 0O

Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

Halaman 1



Lampiran |
Berita Acar: ekonsiliasi

Nomor: BAR-141838/WFB. 151! .032/2020
Tanggal 06/01/2021

8. Mutasi Uang Persediaan
SiAP 10
SAI/SA-BUN : 0
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAVSA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran
SiAP . 0
SAI/SA-BUN : 0
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung
SiAP 10
SAINSA-BUN : O
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum
SiAP : 0
SAISA-BUN : 0
Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga
SiAP 0 0
SAISA-BUN : 0O
Tidak terdapat perbedaan antara daia SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara, An. Kuasa Pengguna Ar jgaran,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Jabatan Belum Direltam
Nama Belum Direkam Nama Belum Direki m

NIP Belum Direkam

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Halaman 2



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

REKONSILIAS! DATA PAGU BELANJA ANTARA SiAP DAN SAl TINGKAT SATUAN KERII
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

ESELON |
UAKPA

MAHKAMAH AGUNG (D05)

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
PENGADILAN AGAMA BANGIL (401442)

T Cetak 07/01/2021

. 1]
BAES;‘?:Q“;"K“ KDKPPN | SD.ProgGiatOut |  Akun Rupiah Al Rupiah SIAF Ket
00504.401442 KD 032 010.08.1053.003 52 3,000,000 3,001 I\} 200 SAMA
00504.401442 KD 032 010.08.1053.004 52 32,000,000 32,0001 200 SAMA
00504 .401442 KD 032 610.08.1053.005 52 24,000,000 24,001 000 SAMA
JUMLAH TOTAL 59,000,000 59,00([ 200

Halaman 1 dani 1




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

REKONSILIASI DATA ESTIMASI PENDAPATAN ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN | [ERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :  MAHKAMAH AGUNG {005)
ESELON | ©  DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)

UAKPA : PENGADILAN AGAMA BANGIL (401442)

Tangt al Cetak: 07/01/2021

™ i "
BAES1.8atker | KDKPPN Akun Rupiah SAl Rupiah SiAP | Ket
i } ; 1l
00504.401442 032 425232 66,660,000 66,660,00 SAMA
00504.401442 032 425233 - 67,460,000 67,460,00 SAMA
00504.401442 032 425239 83,339,000 83,33¢,00. SAMA
JUMLAH TOTAL 217,459,000 217,459,000,

Halaman 1 dari 1




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

REKONSILIASI DATA BELANJA ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :  MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON | :  DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA . PENGADILAN AGAMA BANGIL (401442)

T. Cetak 07/01/2021

BAES;F;::;Z?' Hew KDKPPN | SD.Prog.Giat.Cut Akun Rupiah SAl Rupiah SiAF ﬂ Ket
00504.401442.KD 032 010.08.1053.003 521219 3,000,000 3,00 \ 0oa SAMA
00504.401442.KD 032 010.08.1053.004 521211 600,000 601/ 000 SAMA
00504.401442 KD 032 010.08.1053.004 522141 7,700,000 7,70 1 000 SAMA
00504.401442 KD 032 010.08.10583.004 524113 23,680,000 23,681 000 SAMA
00504.401442 KD 032 010.08.1653.005 522131 23,994,000 23,991 000 SAMA

JUMLAH TOTAL 58,974,000 58,97: 00

Halaman 1 dari 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN BELANJA ANTARA SIAP DAN SAl TINGKAT SATUAN <ERJA
PERIODE 01 JANUARI §/D 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :  MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON | : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA :  PENGADILAN AGAMA BANGIL (401442)

T, Cetak 07/01/2021

BAES1.Satker.Kew
enangan

KDKPPN | $D.Prog.Giat.Out Akun Rupiah SAl " Rupiah SiAF’ Ket

JUMLAH TOTAL 0 W o

Halaman 1 dari 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTCORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

REKONSILIAS! DATA PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT Sl TUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON i . DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA © PENGADILAN AGAMA BANGIL (401442)

Tang il Cetak: 07/31/2021

ik
BAES1.Satker | KDKPPN Akun Rupiah SAl ‘ Rupiah SiAP | Ket
i I
00504.401442 032 425232 27,620,000 27,620,00 | SAMA
00504.401442 032 425233 83,795,000 83,795,00 SAMA
00504.401442 032 425239 156,756,500 156,756,50 | SAMA
JUMLAH TOTAL 268,171,500 268,171,50 |

Halaman 1 dari 1




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SIAP DALI SAI TINGKAT
SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ©  MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON | . DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA BANGIL (401442)

Tang | 1l Cetak: 07/01/2021

BAES1.Satker KDKPPN Akun Rupiah SAl Rupiah SiAP “ . Ket
JUMLAH TOTAL 0 ' ;

Halaman 1 dari 1




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

REKONSILIASI DATA MUTASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SiAP DAN SAl TINGKA'| SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :  MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON | . DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA ;. PENGADILAN AGAMA BANGIL (401442}

Tang il Cetak: 07/0172021

BAES1.Satker | KDKPPN Akun Rupiah SAI Rupiah SiAP l Ket
00504401442 | 032 111611 0 U SAMA_
JUMLAH TOTAL 0 |

Halaman 1 dari 1
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

REKONSILIASI DATA eRROR ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI 8/D 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON | . DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA . PENGADILAN AGAMA BANGIL (401442)

Tang| al Cetalk; 07/01/2021

JUMLAH TOTAL

Halaman 1 dari 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

REKONSILIASI DATA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA/SURAT BERHARGA ANTA 1A SiAP DAN SAl
TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUAR! S/D 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :  MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON | :  DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA BANGIL (401442)

al Cetak: 07/01/2021

JUMLAH TOTAL

Halaman 1 dari 1
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MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
JAWA TIMUR
NAMA UAKPS : PENGADILAN AGAMA BANGIL
KODE UAKPB : 005.04.05.401442.000

LAPORAN KONDISI BARANG

RUSAK RINGAN

Per Kamis, 31 Desember 2020

Tanggal

Halaman :

DGl ot-2021

1

Kode Lap.: L/ 3T- PKPB3

e Kode Barang = KElomp:Jkama Barang W Sanan JBuaTalil; " arga Perclehan
i 2 3 ” 5 5 -
LIRS0+ 00 .90 V.8 S T k
Jumfah ——-—-—-- -

0120 199203

1002




LAPORAN KONDISI BARANG
RUSAK BERAT
Per Kamis, 31 Desember 2020

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
JAWA TIMUR Tanggal : Q) Q1-2021
NAMA UAKPE : PENGADILAN AGAMA BANGIL Halaman : 1
KODE UAKPE : 005.04.05.401442 000 Kode Lap.: LI BT- PKPB4
No. Kode Barang g Kelompc;lkama Barang NUP Satuan JBuaTel;l; © arga Perolehan
1 2 3 4 5 6 e
TR XX XX XK. o e 0|- 0
Jumigh commnsasa- — 1]




